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1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di 
Propinsi Irian Barat [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1969 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907) ; 

2. Undang-undarig Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonorni 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lernbaran 
Negara RepubJik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah 
diubah dengan Undnng-udang Nomor 35 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 
112, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4884J : 

' 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, 
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Paj~k Hotel. 

d. 

c. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang 
Nornor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-undang 
Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Pajak Hotel merupakan salah satu jenis Pajak 
Kabupaten; 

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan 
pelayanan umum di Kabupaten Kepulauan Yapen, perlu 
mengoptimalkan Pcndapatan Asli Daerah melalui 
pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

BUPATI KEPULAUAN YAPEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PAJAK HOTEL 

TEN TANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN 
NOMOR 2 TAHUN 2012 

eriimb.mg 

BCJPATl J(EPULAUAN YAPEN - --·.-- --·------ 



Dipindai dengan CamScanner 

·: \ ·, 

7. Pcraturan Pernerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Narna Kabupaten Yapen Waropen menjadi 
Ka hupat cn Kcpulauan Yapen Provinsi Papua (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857}; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Togas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah 
Provinsi ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Pera tu ran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Togas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah 
Provinsi ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
'Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) ; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

o. Peraturan Pcmerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pt mer irn ahan Dnerah ( l.crnbaran Negara Tahun 2005 Nomor 
165 , Tarnbnhun Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
45Y3): 
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lurn Pera uran Daeruh ini yang dirnaksud dcngan : 
Dae rah adulah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. 
Pemerinrah Duerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur 
pcnvelcnggara P~mcrintahnn Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. 
Bupati ialah Bupati Kcpulauan Yapen. 
Dewan Pr-rwak ilan Rakyrlt Dacrah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
f)1·v .. 1 P<·r·,.i::ikil,1n lfokynt Daurn h l,nbupat.cn Kepulauan Yapen. 
Kd1 ip.u« 1 ;id,ilu]] Knbuparcn Kepulauun Yapcn. 
Di nu s ~1d:tl:1h Di,v-1~ Pcndap.unn. pcngclolrn.rn keuangnn dan Aset Daerah 
f-.:.drnp:i1<•r1 K<:pul:lu:111 Yuprn 
J.:vr,ilc1 Di nu-: ;1dHJ::Jh l\c:pnl:1 liinus Dinns Pcndapatan, pengelolaan keuangan 
dun Ase: /)~1t:r:lh I, 1huput.cn Kcpulnunn Yap.en . . . 
Pcmunguuin .rdal., 1 stwtu rnngk:1inn kegiatan rnulai d~n penghimpunan 
data Ohyck dan S1ubyc:k Pajak penentuan besarnya Pajak yang terutang 
sampai kcgiat.m p1enagihan Pajak kepnda Wajib Pajak serta pengawasan 
penvetorannya. 
Ka s Dacrah adalal, \<ns Dacrah Knbupnten Kepulauan Yapen. 

\ \ 

Pasal 1 

I BAB I v KETENTUAN UMUM \ 
I 

PERATURAN DAERAH TENTANG ~AJAK HOTEL 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI KEPULAUAN YAPEN 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) 

10.Peruturan Pcrneriruah Nomor 91 Tahun 2010 tcntang Jenis 
Pajak Daer ah yang dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala 
Dacrah atau dibayar scndiri olch Wajib Pajak { Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5179); 
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Tidak tcrmasuk obyck Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

' 

Jasa penunj~n~ sebagaime.na dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas 
telepon, fa~simile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, 
transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola 
hotel. 

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 
p~mbayaran, te~asuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang 
sifatnya mc:mbenkan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah 
raga dan hiburan. 

Pasal 3 

nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

Pasal 2 

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK 

BAB II 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak a tau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 
Surat Tagihan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/ a tau sanksi administratif berupa 
bunga dan Zatau clenda. 
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Dae rah, SKPDKB, SKPBKBT, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau 
pcrnungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
Pi m rsa n Ba ndiru; ada la h putusan badan peradilan pajak atas banding 
u-rh.idnp Surnt Kr-put usnn Kebernt an yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
Prm l ru k u a n adala h suat u proses pe nca t ata n yang dilakukan secara teratur 
i n n uk rn·11~1urnpulk n data dun informaxi kcuangan yang meliputi harta, 
k.-wujiban , modal. penghasilan dan biaya. 
Pcmcriksaan adalah serarigkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
kc cranvan dan/ a tau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profcsional bcrdasarkun suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kep.n.uhan pemenuhan kew ajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk 
t uiu.m lain dnlarn ra ngka melaksa nakan ketentuan peraturan perundang 
um .mgar: pcr paja ku n dacrah. 
Pt· 1 id i ka n t induk pida na di bid.mg pcrpajakan daerah adalah serangkaian 

indnkn n vanj; dila ku ka n oleh Pe nvid ik untuk mencari serta mengumpulkan 
JII i . c=111g d.-ngnn bukt i it u mernbuat terang tindak pidana di bidang 

pt· "P jaka n dacrah yang terjadi scrta menemukan tersangkanya. 



Dipindai dengan CamScanner 

. Bndan adalah sckurnpulan orang dan/ atau mo~al yang merupakan 
· kesatuan baik yang melakukan usaha rnaupun yang ~1dak melakukan ~saha 

rang meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer, perseroan lamnya, 
1adan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk 
apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisaei rnasa, organisasi sosial politik atau organisasi yang 
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

• Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang 
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat . 

. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan 
yang disediakan oleh hotel. v 
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk 
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 
losmen, gubuk pariwisata, wisma ariwisata, esan alian, rumah 
pengmapan dan se)ems~a, . serta ru jumlah kamar le ih 
dari 10 (sepuluh). ~- 
Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 
hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain 
yang menjadi tanggungannya. 
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 . / 

""(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk V 
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender. 
Pajak vane tcrutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Ma sa Pajak, dalam Tah un Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daer.ih 
Pemungutan adalah su.uu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
daui o_bjck dun subjek pajak, pcne ntunn besarnya pajak yang terutang 
sc1mpn1 kvgiatan pC'rngihnn pajak kcpada Wajib Pajak serta pengawasan 
pcn, l°l1>ran11Y<-l. 
Sur.it Sc.:tor,;n Pajak Durruh yang selunjut nya disingkat SSPD, adalah bukti 
pernbayan-111 atau pcnyctoran pajak yang telah dilakukan dengan 
mvngg~nakan Iormulir .u au tclah dilak ukan dengan ~ra lain ke kas daerah 
~nn;2. dll_ct.~pkrn1 olch 13lJp~ti. · . 
Sur.u Kc.:tctapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah xur at kctctapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokt,k paj,,k, iurnlah krcdit pajak , jurnlah kekurangan pembayaran pokok 
P~Jak, hes,1rn~·,. sanksi udrninistratif', dun jumlah pajak yang masih harus 
dibavnj. 
S_u_~at Ketctapan Pajak Dacrn h Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
dismgkat SKPDKBT udalah surat kctctapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajnk yang telah ditetapkan. 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya---disingkat 
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pernbayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak 
Yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 



Dipindai dengan CamScanner 

ng dipungut di wilay h D r h. 

Pa al 8 

WILAY AH PEMUN U 

IV 

e ar n OK k P Jt k I lot J y ng L rut· n dihitun d n n ram ngalikan tarif 
ebagaimana dim ksud d lam Pr s d n n da r p ngenaan pajak 
baga1mana imak ud dal m I . 

P 1 7 

ditcrapkan s b sar 10% ( puluh per en). 

Pasal 6 

H, tc-l idulah jumlah p .mba aran atau yang eharusnya 

BAB III 
D SAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

Pasal 5 

n 1 saha wajib mendafrarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk 
k I PWPD 

c J< • Hot ·I adalah or ng pribadi a tau badan yang mengusahakan 

· dt lah orang pribr di atau badan yang melakukan 
I ada orarig pribadi a tau badan yang mengusahakan hotel. 

P sal 4 

J. · mp· t tingg l asrama r n di 1 nggarakan oleh Pemerintah 
tau Pem rintah Daerah; 

. Ja · wa apart m n, kondominium, dan ejenisnya; / 
Ja a tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 

d. Ja a tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jornpo, panti 
a uh n, dan panti so ial lainnya yang sejenis; dan re. 'ira a biro perjalanan tau p rjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

\__)-i tel · n <lap t dimanfaatk n ol h umum. 
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erah. 
t (1) dilakukan d ng n 

PD, dit t pk n d n an n i 1 n 

P al 5 

r p m ba aran, pen etoran 
nun n p mb aran pajak diatur 

aat terutangn a 
· W jib Pajak untuk 

BAB VII 
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK 

Pa al 14 

ial, . , ng k ur 'Uh; dt 

( iu: luh crnpat] 

ksud I c a at (3) idak dik nakan jika Wajib 
-Iurn dilak ikan tind <an p m riksaan. 

K KBT bagaimana 
ministratif berupa 
k kurangan pajak 

.Jui lah kckur.uu: 11 pa] 
lim.rk su l ·1 I,\ a u t {l) 

kl' 11 u cl n ..... \ l (' 'HJ 1 l 0/c, ( s r tu s 
l'l ",CbUI 

, umlah kt kur .m nn 
un l 'U j l adu a 

HI m 1111 t r t l 1 f b Tl.I a 
,lJ ik \ ng I ur .. uu 

{dun 1 uluh ( 1111 l) 
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c. 

KPDKBT atau TPD, b. 

8 

Pasal 18 

P BETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN 
PE GHAP SA ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

BAB IX 

urn t P· k d il k anak n berdasarkan peraturan 

rdasarkan PDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 
urat K tu. an K beratan, dan Putusan Banding 
dib.i ar olch W iib Pajak pada waktunya dapat 

Pasal 17 

t ru ang dalam STPD se bagaimana 
d n h ruf b ditambah dengan sanksi 

sar 2% (d a persen) setiap bulan untuk 
s J k sa t teru t· ngnya pajak. 

u kurang dibayar; 
r p t k kurangan p mbayaran sebaga.i 

1 h hi ung; 
k i dmini tratif berupa bunga dan/atau 

BAB VIII 
T T CARA PENAG 

Pasal 16 



Dipindai dengan CamScanner 

12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
dimaksud pada ayat (2) diterima, 

n yang diajukan. 
berupa menerim s luruhn a atau 
rny p jak yan terutan . 

n dim k ud pada a at (1) telah 1 wat dan 
k ~p n, k b r tan t rs but dianggap 

P 120 

ebagairnana dimaksud pada 
tidak dianggap sebagai Surat 

n. 
dib rikan ol h Bupati atau 'pejabat 
ur t k b r tan melalui surat pos 

k t lah m m ba ar paling sedikit 

j a igka waktu paling lama 3 ( tiga bulan 
tau p mun an sebagaimana 

Wajib Pajak d pat menunjukkan bahwa 
dip n hi karena keadaan di luar 

ytl P j.ik .rp: mt ng· juk n kt b rrat n hr nya k pada Bupati a au pejabat 
1 di u 11uk Leis suat u 

Pl J R. 

BABX 
KEBERATAN DAN BANDING 

Bagian Kesatu 
Keberatan 
Pasal 19 

cs r p ngurangan atau penghapusan 
n tau pembatalan ketetapan pajak 
i ur dengan P raturan Bupati. 

K t .ntuan l bi l· njut m 
~ nk i admirn ratif 

ba im in trnak sud 

ng b rd 
u kondisi 

, t u 
uai 

an pajak yang 
la ta cara yang 
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plutru 1 ljc I ru s d h k d lu r diatur d ngan 

k bu t n 

n h k untuk m lakuki n 
PtH,ng 

n gih 

125 

u pada at 
n atakan ma ih 
d P meriri ah 

eba aimana 
dihit ng ejak 

un rnaupun 

pada ayat ( 1) imak PHJ~ I s bagn ims na 

PENA IH 
1 24 

1 zan Pcra t tr n Bupa 1 
ran PaJ k sebagaimana rmb 

ilakukan setelah lewat 2 
nga s b sar 2% (dua persen) 

bihan p mbayaran pajak. 

pad a 
sejak 

js k, k l bih n ·m ,. yaran pajak 
di .rhi un kan un k 
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BAB XVI 
PENYIDIKAN 

P al 30 

m rnberi izin tertulis kepada 
dan tenaga ahli sebagaimana 

, pkan oleh Bupati untuk 
mbaga negara atau instansi 
p m rik aan dalam bidang 

tir d' k scbagai ak 1 atau saksi ahli 

t nt 1 n , c gc. irna na drmak d p da ayat (1) dan aya 

im d pad · ( 1) rlaku ju a t rhadap enaga 
I h up ti untuk m mbantu dalam p lak anaan 
-rund: ng- indan c n. 



Dipindai dengan CamScanner 

n dip ri sa 



Dipindai dengan CamScanner 

ran Da rs h ini rnul i b rlaku p da t ngg 1 diundan ka . 

Pa al 37 

r h ini, mak Peraturan Da rah Kabupaten 
20 t nt ng Pajak Hot l dicabut dan 

berlak ny P r ur n 
uan Yap n N m r 2 t 
kan idak b rl ku. 

P 1 36 

Pasal 35 

KETENTUAN PENUTUP 

r h ini panjang mengenai 
n r turan Bupati. 

l yan b lum 
p lak anaanny 

BAB XVIII 

bagairna nu J1mdKSL1 I a in H'->c. I . 1 d· 11 Pa al 33 a r t ( l}, dan ayat ( 2) 
an P n rimaan g r . 

Pasal 34 

pt dT1' s ha1mana dirnaksud ps a ayat (1) dan Ayat (2) sesuai 
. ,. n 1 a va dalah in nvangkut k p ntingan pribadi seseorang atau 
an : el.iku Wa11h aj: k, kar -na itu dijadrk n indak pidana pengaduan. 

l sh Bupa · yang dengan sengaja 
or ng yang menyebabkan tidak 

n dimaksud dalam pasal 2 7 ayat 

Pa al 33 



Dipindai dengan CamScanner 

HE GKI W RUMl 

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPE TAHUN 2012 NOMOR 2 

Pih. KRETARI DAERAH 
BU A EN KEPULAUAN YAPEN 
A S PEM~TAHAN, 

~ 

Diundan kan di . E R U I 
pada an al 6 F bruari 2012 

YAN PIETER AYORBABA 

it tapkan di SERUI 
p da tanggal Februari 2012 

'Pj. UP~=-YAPEN, 

.runu 111 ·11g •1r-1hl1u u, 111cm ·1111tnhk,m p ngund ngan Peraturan 
uu dl'n an p -ncmp, tannv« dal.un L mb ran aerah Kabupaten 

lnunn Y< 1 n. 
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.ukup j 1,.. 

asal3 

k p j la 

C kup j la 

Pa al2 

Pasal 1 

A AL 

pcrpajakan a 

88h\\' dcngan d it t. k nn Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
D l ... n.h .m R ribusi a rah, maka Peraturan Daerah 

omor 2 T hun 2009 tentang Pajak Hotel yang 

-urid ng Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

e-rah perlu d il: kukan penye uaian. Penyesuaian 

didalam Undano-Undr1ng omor 28 Tahun 2009 terdapat 

Pajak d n re , 1 b u si , ang di ertai dengan pemberian 

n t rif', l in i u keuntungan yang diperoleh oleh 

marnp us n d rah untuk m mbiayai kebutuhan pengeluaran 

) ss r k r .n dacrah d P' t d ngan mudah menyesuaikan 
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